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WALIKOTA PROBOLINGGO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 38 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN 

OBYEKTIF LAINNYA BAGI TENAGA PENDIDIK (GURU) APARATUR SIPIL NEGARA 

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA                    

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa 

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 

kepada Tenaga Pendidik (Guru) Aparatur Sipil Negara 

berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, maka Tenaga Pendidik (Guru) Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu diberikan 

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif 

lainnya dengan menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan 

Pertimbangan Obyektif lainnya Bagi Tenaga Pendidik (Guru) 

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Probolinggo; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran N`egara Republik Indonesia Tahun 2004 

nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 

11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 189); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN 

OBYEKTIF LAINNYA BAGI TENAGA PENDIDIK (GURU) PEGAWAI 

NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN 

OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Besaran Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bagi Tenaga Pendidik (Guru) Aparatur 

Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang 

diberikan tiap-tiap bulannya ditetapkan sebagai berikut : 

a. Golongan I dan Golongan II sebesar Rp. 15.000,- per hari; 

b. Golongan III sebesar Rp. 20.000,- per hari; dan 

c. Golongan IV sebesar Rp. 23.000,- per hari. 

 

Pasal 2 

(1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada 

Aparatur Sipil Negara Fungsional yaitu Tenaga Pendidik (Guru) yang melaksanakan 

tugas di Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berupa uang makan berdasarkan 

tingkat kehadiran. 

(2) Tenaga Pendidik (Guru) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga 

Pendidik (Guru) Aparatur Sipil Negara yang belum menerima Tambahan Profesi 

Guru (TPG) pada Tahun Anggaran 2020. 

(3) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung per hari efektif 

dalam 1 (satu) bulan, dan dibayarkan pada awal bulan berikutnya kecuali bulan 

Desember yang dibayarkan sebelum Tahun Anggaran berakhir dan pembayaran 

dapat dilakukan setiap bulan, triwulan atau semester. 
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(4) Uang makan tidak boleh dibayarkan bagi Aparatur Sipil Negara yang sedang 

berhalangan hadir dengan alasan sakit, izin, tanpa keterangan dan dalam 

melakukan tugas perjalanan dinas luar daerah. 

 

Pasal 3 

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan ketentuan yang bersifat khusus, 

diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang 

mengatur mengenai Standar Biaya Umum. 

 

Pasal 4 

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibayarkan terhitung mulai Bulan 

Maret 2020. 

 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

Agar setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   15 April 2020 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal 15 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 38 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 


